
ABSTRAK PERATURAN 

TUNJANGAN KINERJA - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - PEJABAT FUNGSIONAL 

2015 

PERMENKEU RI NOMOR 109/PMK.03/2015 TANGGAL 8 JUNI 2015 
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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Presiden 
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Kinerja 
Bagi Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PerPres No. 37 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 61); Permenkeu No. 18/PMK.01/2009; 
Permenkeu No. 246/PMK.01/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Permenkeu No. 45/PMK.01/2015; 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar diberikan tunjangan 
kinerja setiap bulan dengan berpedoman pada peringkat jabatan dalam Lampiran Peraturan 
Presiden Nomor 37 Tahun 2015. 

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 
bersangkutan. 

Bagi Pejabat Fungsional Dokter/Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar yang Tunjangan 
Kinerjanya ditetapkan lebih besar daripada Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 maka dibayarkan selisihnya terhitung 
mulai bulan Januari 2015. 

Tunjangan kinerja Pelaksana Tugas Belajar yang melaksanakan tugas belajar di dalam 
negeri atau di luar negeri dibayarkan terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal 
berlakunya surat keputusan pemindahan menjadi Pelaksana Tugas Belajar. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 
Juni 2015. 

        

 
 
  
 


